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MK Dengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah Dalam Uji Materi UU PPMI

Jakarta, 20 Februari 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (20/2), pukul
11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang
teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Saiful Mahmud, SH., selaku
Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Norma
yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), serta
Pasal 85 huruf (a) UU 18/2017.

Pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017
yakni tentang adanya frasa “bank pemerintah” dan jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam
deposito yang harus sudah disetorkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PPPMI atau P3MI). Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah
yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI.

Selain itu, penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan
perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta
rupiah). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih
dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/120, Hakim
Konstitusi Saldi Isra, menyoroti kedudukan hukum Pemohon. “Harusnya ditulis Pemohon saja karena
mewakili organisasi. Jadi kata ‘para’ dihilangkan semua karena Pemohon merupakan satu organisasi.
Dalam kedudukan hukum harus dijelaskan posisi Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat?”
jelas Saldi.

Hadir mewakili Pemohon, Wilman Malau selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan
permohonan. Perbaikan tersebut antara lain mengubah surat kuasa sesuai dengan yang seharusnya,
menambah beberapa alat bukti, dan perbaikan dalam pokok permohonan. “Jadi, ada bukti tambahan,
ada perbaikan di surat kuasa, dan perbaikan di permohonan uji materi,” jelas Wilman

Sidang yang seyogyanya dijadwal dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden
(11/2) ditunda oleh karena DPR berhalangan hadir sedangkan pihak Pemerintah meminta penundaan
untuk memberikan keterangan (ASF/NTA)
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